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VISI KABUPATEN BOJONEGORO  

TAHUN 2013-2018   

TERWUJUDNYA PONDASI KABUPATEN 

BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN 

ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA 

SAING, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN  

Catatan : 
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan (UU No. 25 TH. 2004 Psl. 1 Ayat 12) 



RUANG LINGKUP PERIZINAN MIGAS 

ASPEK BISNIS 

ASPEK 

PENGENDALI 

SOSIAL 

ASPEK 

TEHNIS 

ASPEK LEGAL 

/ TATA 

KELOLA 

MELIPUTI SERATUS(AN) LEBIH 

PERIJINAN YANG 

KEWENANGANNYA BERADA PADA 

PEMERINTAH PUSAT 

TIDAK LEBIH DARI 14 

JENIS PERIJINAN 

DLM KEWENANGAN 

DAERAH 



1. Belum terencanakannya penanganan persoalan-

persoalan sosial masyarakat, akibatnya gagap dalam 

penyelesaiannya ; 

 Munculnya isu 6 item persoalan ( TKD/Aset desa 

lainnya, Sendang, Jalan Desa, dan lain-lain), yang 

sampai saat sekarang belum tertuntaskan 

2. Belum terencanakannya penanganan berbagai 

pelanggaran dalam pelaksanaan proyek (pelanggaran 

angkutan, pelanggaran pengambilan air, penggunaan 

jalan desa, banjir akibat limpasan air yg disebabkan 

adanya pengurukan proyek dan kurangnya perencanaan 

saluran air ) 

LEBIH TERFOKUS PADA PENDEKATAN 
BISNIS DAN TEKNIS 



HAKEKAT 

PERIZINAN 

DAERAH 

    HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH 

BAIK DALAM RANGKA KESESUAIAN TATA RUANG ATAUPUN 

MEDIA PENGENDALIAN MASALAH SOSIAL  



DARI 14 JENIS PERIZINAN 

YANG PENERBITANNYA 

DALAM KEWENANGAN 

DAERAH (KABUPATEN), 

ADA 2 (DUA) PERIZINAN 

YANG DIANGGAP 

PENTING, YAITU : 

 IMB 

HO 

IMB 

 

 ADA YANG 

PERSYARATANNYA  

DALAM KEWENANGAN 

DAERAH (KABUPATEN) 

 

 ADA YANG 

PERSYARATANNYA 

DALAM KEWENANGAN 

LINTAS SEKTORAL 

(PUSAT & DAERAH) 

PERIZINAN DAERAH 



 BERSIFAT LEGAL DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN 

YANG MENGATURNYA ; 

 DIPERLUKAN SEBAGAI SARANA SINKRONISASI KESESUAIAN 

TATA RUANG DAN MEDIA PENGENDALI MASALAH SOSIAL 

 DI BOJONEGORO TIDAK ADA SATUPUN PERIZINAN YANG 

MASIH TERTANGGUNG DAN BELUM DIKELUARKAN (PROYEK 

BANYU URIP) 

 DALAM BEBERAPA KASUS, PERIZINAN JUSTRU DIPERMUDAH 

MESKI BERRESIKO HUKUM BAGI PEMKAB  
 

IMPLEMENTASI KEWENANGAN 

DAERAH (KABUPATEN) DALAM 

PERIZINAN 



Pengeluaran Ijin Prinsip 
melaksanakan “Site Work 
Preparation” pada EPC-1 

KEMUDAHAN IJIN YANG DIBERIKAN 



Pengeluaran Ijin Prinsip 
melaksanakan 

“pembangunan fasilitas 
operasi produksi” pada  

EPC-5  



Pengeluaran IMB di 
salah satu Proyek  

EPC-5 (fly over) 



UPAYA YANG DILAKUKAN  

PEMKAB BOJONEGORO DALAM 

MENDUKUNG PERCEPATAN MIGAS 

PROAKTIF MENDORONG SINERGITA 

STAKEHOLDERS DLM IMPLEMENTASI INPRES 

2/2012 

 

a. DEKLARASI BOJONEGORO 

b. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KKKS 

C. RENCANA AKSI SEKENARIO TARGET WAKTU 

 

RAPAT KOORDINASI & EKSKUSI BERBAGAI 

PERMASALAHAN GUNA PERCEPATAN PENCAPAIAN 

TARGET PRODUKSI MIGAS NASIONAL 

HASIL 



DEKLARASI BOJONEGORO 



RAPAT DUA MINGGUAN  

SOCIO ECONOMIC 

Koordinasi dan Ekskusi berbagai permasalahan baik sosial 

maupun ekonomi yang berpotensi menghambat kelancaran 

rangkaian pelaksanaan eksplorasi & eksploitasi migas  

di Kabupaten Bojonegoro 



REGULASI PERIJINAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mewujudkan pelayanan perijinan dan non perijinan yang 
cepat, tepat, sederhana, transparan, akuntabel dan 
kepastian guna mendorong investasi daerah  

      (Perbup No.33 Tahun 2014) 
 49 Perijinan 
 4 Non perijinan 
 Mekanisme penyelenggaraan, persyaratan dan jangka 

waktu penyelesaian tertuang. 
 Penyelengaraan dilakukan secara online 
 

 Tarif pengenaan biaya diatur dalam  
      (Perda No. 14 Tahun 2011) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KESIAPAN BOJONEGORO DALAM ERA MIGAS 

MENERBITKAN 

REGULASI 

TATA KELOLA 

PEMBERDAYAAN 

TATA RUANG 

AKUNTABILITAS 
& 

TRANSPARANSI 



APA YANG SUDAH DILAKUKAN BOJONEGORO 

• Komitmen keterbukaan  mulai Tahapan Pra, 
Konstruksi dan Pasca : Pembebasan lahan, 
perijinan, PoD, peluang usaha dan 
ketenagakerjaan, lifting dan DBH migas, PI, dll 

• Transparansi dilakukan melalui cara 4D 
(Direct,  Dialog, Distribute dan Digital) 

• Transparansi sangat dibutuhkan utk mendapat 
kepercayaan, partisipasi dan dukungan publik 

Transparansi 
Tata Kelola 

• aktif dalam transformasi sosial dalam cara 
yang berbeda, untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, partisipasi publik  
kepercayaan, dan kebahagiaan 

Breaktrhough 



APA YANG SUDAH DILAKUKAN BOJONEGORO 

• Empowering Society (Perda 23/2011) 

• Perda No. 28/2012 tentang Transparansi Tata Kelola 
Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif 

• Perda No. 26/2011 tentang RTRW Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2011-2031, berikut Rencana 
Detailnya 

• Perda No. 11/2011 tentang Penyertaan Modal di 
Kabupaten Bojonegoro (endowment fund) 

• Peraturan Bupati No. 27/2012 tentang Zona 
Development 

• Peraturan Bupati No. 31/2009 tentang Alokasi Dana 
Desa 

Penerbitan 
Regulasi 

• Ditengah “tidurnya” Inpres 2/2012, Pemkab 
Bojonegoro proaktif menggalang komunikasi 
agar terwujud Connecting All Stakeholders 

Proaktif 



Partnership is only come from the connection 
between us, while we have the same intention 
ready to open mind, open heart, & open will 

Connecting All Stakeholders 

MEMBUKA 
RUANG 

KOMUNIKA
-SI PUBLIK 

OPEN MIND, 
OPEN WILL & 
OPEN HEART 

TUJUAN 
AKHIR = 

KEBAHAGIA-
AN MASY 

RING AREA 
= 

PEMBER-
DAYAAN 

MASY 

LESSON TO LEARN 



Apa yang didapat Kabupaten Bojonegoro  
dalam mengawal ekplorasi dan eksploitasi migas? 

• Pendapatan 1 

• Peningkatan Modal Sosial 2 

• Sumber Daya Manusia 3 

• Kompetensi  pemerintah kabupaten dlm tata kelola migas  4 

• Mendapat model tata kelola yg baik 5 

• Trust Social Capital 6 

• Pengakuan & Penghargaan 7 



Terima kasih 

& 

Selamat Berkarya 
Email : aris.dadang81@gmail.com 

DATA ESDM KABUPATEN BOJONEGORO – KLIK : http\\www.esdm.bojonegorokab.go.id


